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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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P U T U S A N  

Nomor 115/Pd t .G /2011 /PA  Tse

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadi l an  Agama di  Tanjung  Selo r  yang  memer iksa  dan  

mengadi l i  perkara  perda ta  te r t en tu  (ce ra i  ta l ak )  pada  t i ngka t  

per tama  dalam  pers idangan  maje l i s  te lah  menja tuhkan  putusan  

sebaga i  ber i ku t  dalam perkara :

Pemohon  ,  umur   44  tahun ,  Agama  Is l am,  pend id i kan  SD,  

peker j aan  Tani  ber tempat  

t i ngga l - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,  

Kabupaten  Mal inau ,  se lan ju t n ya  d isebu t  

pemohon;

Melawan

Termohon  ,  umur   51  tahun ,  Agama  Is l am,  peker j aan  Tani ,  

pend id i kan  SD,  

ber tempat - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - ,  Kabupaten  Mal inau ,  

se lan ju t nya  d isebu t  te rmohon;

Pengadi l an  Agama te rsebu t ;

Telah  memer iksa  berkas  perkara ;

Telah  mendengar  kete rangan  pihak  yang  berperka ra  ser ta  bukt i  

yang  d ia jukan  d i  muka pers idangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang  dan  memperhat i kan  hal  ihwa l  ten tang  duduk  

perka ranya  sebaga imana  yang  te rcan tum  dalam  putusan  se la  

te r t angga l   - - - - - - - 2011  dengan   Nomor  115/Pd t .G /2011 /PA  Tse,  

yang  amar  putusannya  sebaga i  ber i ku t :  

M E N G A D I  L I

Sebelum memutus  pokok  perkara :

1. Memer in tahkan  kepada  pemohon  untuk  mengucapkan  

sumpah  pelengkap  d i  depan  Sidang  Pengadi l an  Agama 

Tanjung  Selo r  yang  buny inya  sebaga i  ber i ku t :

“B ismi l l a ah i r r a hmaan i r r ah i im ,  Demi  Al lah ,  saya  bersumpah  

1

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa semua kete rangan   dan  a lasan  yang  saya  a jukan  da lam 

sura t   permohonan saya,  adalah  benar  dan t i dak  la i n  kecua l i  

yang  sebenarnya” ;

2. Menangguhkan  putusan  mengenai  b iaya  perkara  sampai  

putusan  akh i r ;

Menimbang,  bahwa  pemohon  sete lah  menyatakan  

kesed iaannya  untuk  mengucapkan  sumpah  yang  d ibebankan  

kepadanya  i t u ,  te l ah  mengucapkan  sumpah  te rsebu t  d i  s idang  

yang  tanpa  d ihad i r i  o leh  te rmohon;

Menimbang,  bahwa se lan ju t nya  pemohon mohon putusan ;

Menimbang,  bahwa untuk  menyingka t  ura ian  putusan  in i ,  

sega la  sesuatu  yang  te r j ad i  di  muka  pers idangan  sebaga imana  

yang  te rmuat  dalam  ber i t a  acara  perkara  in i ,  d inya takan  

te rmuat  pula  dalam putusan  in i ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang,  bahwa  Pengadi l an  Agama  per iha l  te rsebu t  

bersandar  pada  apa  yang  te l ah  dipe r t imbangkan  dalam  putusan  

se la  te rsebu t  d i  atas ;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukt i  sura t  ber tanda  P,  

te rbuk t i  anta ra  pemohon  dengan  te rmohon  te lah  te r i k a t  da lam 

perkawinan  yang  sah;

Menimbang,  bahwa  pengad i l an  te lah  berusaha  menasiha t i  

pemohon agar  h idup  rukun  lag i  dengan  te rmohon  sebaga imana  yang  

diamanatkan  o leh  keten tuan  Pasa l  82  Undang- undang  Nomor  7 

Tahun  1989  ser ta  Undang- undang  Nomor  50  Tahun  2009  ten tang  

Perubahan  Kedua atas  Undang- undang  Nomor  7 Tahun  1989  Tentang  

Perad i l an  Agama,  namun usaha  te rsebu t  t i dak  berhas i l ,  karena  

pemohon te tap  berkeras  ing in  bercera i ;

Menimbang,  bahwa  te rhadap  da l i l - da l i l  permohonan  

pemohon,  te rmohon  t i dak  dapat  d idengar  kete rangannya  karena  

t i dak  pernah  had i r  d i  muka  pers idangan ,  sedangkan  kepadanya  

te l ah  diber i kan  sa l i nan  sura t  permohonan  pemohon  untuk  

di tanggap i  oleh  te rmohon,  namun  karena  ket i dakhad i r annya  

te rsebu t  tanpa  alasan  yang  sah   menuru t  hukum,  maka te rmohon  

harus  d inya takan  t i dak  had i r  dan  d ianggap  te lah  mengetahu i  

adanya  permohonan  pemohon,  namun  t i dak  menggunakan  haknya  
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untuk  menjawab  dan  menanggap i  permohonan  te rsebu t ,  maka 

berdasarkan  keten tuan  pasa l  149  RBg,  perkara  in i  d inya takan  

sah  d iper i k sa  tanpa  hadi rnya  te rmohon  (ve rs t ek ) ;

Menimbang,  bahwa  alasan  cera i  yang  dikemukakan  oleh  

pemohon ada lah  berdasarkan  pera tu ran  perundang- undangan  Pasal  

116 huru f  ( f )  Kompi las i  Hukum Is l am,  yakn i  se jak  Bulan  Januar i  

2011 rumah tangga  pemohon dengan  te rmohon  mula i  t i dak  harmonis  

lag i  karena  te rmohon  te r l a l u  cemburu  kepada  pemohon  dan  

menuduh  pemohon  mandul  seh ingga  menimbulkan  perse l i s i h an  dan  

per tengkaran  anta ra  pemohon  dengan  te rmohon  dan  pada  Bulan  

Jun i  2011  anta ra  pemohon  dengan  te rmohon  berp i sah  tempat  

t i ngga l ;

Menimbang,  bahwa  di  muka  pers idangan ,  pemohon  te lah  

mengajukan  bukt i  P  dan satu  orang  saks i ;

Menimbang,  bahwa  meskipun  kete rangan  satu  orang  saks i  

te rsebu t  te l ah  bersesua ian  dengan  dal i l - da l i l  pemohon,  namun 

kete rangan  satu  orang  saks i  belum  mencukup i  keten tuan  batas  

min imal  kesaks ian  yang  dapat  d i j ad i kan  sebaga i  a la t  buk t i  d i  

pers idangan ;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  has i l  musyawarah  maje l i s  

hak im,  pemohon te lah  menyatakan  kesed iaannya  untuk  mengucapkan  

sumpah pelengkap  (supp le to i r )  yang  te lah  d ibebankan  kepadanya ;

Menimbang,  bahwa oleh  karena  pemohon te lah  mengucapkan  

sumpah  yang  d ibebankan  kepadanya  i t u ,  maka  alasan  yang  

dia jukan  o leh  pemohon  dalam sura t  permohonannya  agar  pemohon  

diber i  iz i n  untuk  menja tuhkan  ta lak  satu   ra j ’ i  te rhadap  

pemohon  te rsebu t  d i  atas  harus  dinya takan  te lah  te rbuk t i  dan  

dapat  di t e r ima  dan  d ikabu lkan  berdasarkan  keten tuan  Pasa l  116  

huru f   ( f )  Kompi las i  Hukum Is l am;

Menimbang,  bahwa dengan  d ikabu lkannya  permohonan  cera i  

pemohon,  maka untuk  memenuhi  keten tuan  Pasa l  84 Undang- undang  

Nomor  7  Tahun  1989  Tentang  Perad i l an  Agama ser ta  Undang-

undang  Nomor  50  Tahun  2009  Tentang  Perubahan  Kedua  atas  

Undang- undang  Nomor  7  Tahun  1989  Tentang  Perad i l an  Agama,  

memer in tahkan  Pani te ra  Pengadi l an  Agama  Tanjung  Selo r  atau  

pe jaba t  yang  d i tun j uk  o lehnya  untuk  mengi r imkan  sa l i nan  

putusan  yang  te lah  berkekua tan  hukum te tap  kepada  Pegawai  
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Pencata t  Nikah  tempat  d i l angsungkannya  pern i kahan  pemohon dan  

te rmohon  untuk  d ica ta t  dalam  daf ta r  yang  d ised iakan  untuk  

i t u ;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keten tuan  Pasal  89  ayat  

(1 )  Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 ser ta  Undang- undang  Nomor  

50 Tahun 2009 ten tang  Perubahan  Kedua atas  Undang- undang  Nomor  

7 Tahun 1989 Tentang  Perad i l an  Agama,  b iaya  perka ra  d ibebankan  

kepada  pemohon;

Memperhat i kan  akan  pasa l - pasa l  yang  bersangku tan ,  

khususnya  Pasa l  182 RBg;

M E N G A D I  L I

1. Menyatakan  te rmohon  yang  te lah  dipangg i l  secara  sah  dan  

patu t  untuk  menghadap   di  pers idangan ,  t i dak  had i r ;

2. Mengabulkan  permohonan pemohon dengan vers tek ;

3. Member i  i z i n  kepada  pemohon  (pemohon  )  untuk  menja tuhkan  

ta l ak  satu  ra j ' i  te rhadap  te rmohon  ( te rmohon) ,  di  depan  

Sidang  Pengadi l an  Agama Tan jung  Selo r ;

4. Memer in tahkan  Pani te ra  Pengadi l an  Agama Tanjung  Selo r  atau  

Pejaba t  yang  d i tun j uk  olehnya  untuk  mengi r imkan  sa l i nan  

putusan  yang  te lah  berkekua tan  hukum te tap  kepada  Pegawai  

Pencata t  Nikah  Kecamatan  Mentarang ,  Kabupaten  Mal inau ,  

untuk  d ica ta t  dalam daf ta r  yang  dised iakan  untuk  i t u ;

5. Membebankan  se lu ruh  b iaya  perkara  in i  kepada  pemohon 

sebesar   Rp  191.000  (se ra tus   sembi l an  puluh  satu  r i bu  

rup iah ) ;

Demik ian  putusan  in i  d i j a t uhkan  d i  Mal inau  pada  Har i  

Selasa ,  tangga l  19 Ju l i  2011  M ber tepa tan  tangga l   18 Syakban  

1432  H,  oleh  kami  Dra.  Jura idah ,  Ketua  Maje l i s  ser ta  Dra.  

Ul fah  dan  M.  Kusen  Rahar jo ,   S.  HI . ,  M.  A. ,   Hakim- hak im  

Anggota ,  putusan  mana diucapkan  pada  har i  i t u  juga  o leh  ketua  

maje l i s  dalam  pers idangan  te rbuka  untuk  umum dengan  d iban tu  

oleh  Muh.  Tah i r ,  B.  A. ,  Pani te ra  Penggant i  ser ta  d ihad i r i  o leh  

pemohon tanpa  had i rnya  te rmohon;

                                                        

Ketua  Maje l i s
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t t d      

Hakim Anggota     Dra.   Jura idah

         t t d

Dra.   U l  f  a h

Hakim Anggota  

         t t d           

M. Kusen Rahar jo ,   S.  HI . ,  M. A.      Pani te ra  

Penggant i

t t d

                                                       M

uh.  Tah i r ,  B.  A.

Rinc ian  biaya   perkara :

1. Biaya  Pencata tan Rp 30.000 ,00

2. Biaya  Proses Rp 50.000 ,00

3. Panggi l an  pemohon Rp       50.000 ,00

4. Panggi l an  te rmohon  Rp       50.000 ,00

5. Redaks i Rp  5.000 ,00

6. Metera i                                                                Rp                  6.000 ,00  

Jumlah  Rp    191.000 ,00

   

              

Tanjung  Selo r ,   22 Ju l i  2011

Disa l i n  sesua i  dengan  as l i nya

Pani te ra ,

t t d

Drs .  H.  Rusl i an i  
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